
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 35/PUU-XI/2013

TENTANG

INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DALAM MEMBAHSA DAN MENYETUJUI RINCIAN 

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA 

Pemohon	 :	 1.	 Alvon Kurnia Palma, S.H., (bertindak dan untuk atas nama 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sebagai 
Pemohon I); 

		  2.	 Yuna Farhan (bertindak dan untuk atas nama Forum 
Indonesia untuk Transparansi Anggaran, sebagai Pemohon 
II); 

		  3.	 Arif Nur Alam (bertindak dan untuk atas nama Indonesia 
Budget Center, sebagai Pemohon III); 

		  4.	 Danang Widoyoko (bertindak dan untuk atas nama Indonesia 
Corruption Watch, sebagai Pemohon IV); 

		  5.	 Feri Amsari, S.H., M.H. (Pemohon V); 

		  6.	 Hifdzil Alim, S.H. (Pemohon VI).

Jenis Perkara	 :	 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (UU 27/2009) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003).

Pokok Perkara   :  -   Pasal Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 yang menyatakan      
bahwa, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai 
dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan 
jenis belanja”.

		  -	 Pasal 71 huruf g, Pasal 104 UU 27/2009 yang menyatakan 
bahwa, “DPR mempunyai tugas dan wewenang: ... g. 
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membahas bersama Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas 
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan 
oleh Presiden”.

		  -	 Pasal 104 UU 27/2009, mengenai frasa “yang bersifat 
tetap”.

		  -	 Pasal 105 ayat (1) UU 27/2009, mengenai frasa “pada 
permulaan masa keanggotaan DPR dan...”.

		  -	 Pasal 107 ayat (1) huruf e UU 27/2009, mengenai frasa 
“membahas rancangan undang-undang tentang APBN 
bersama Presiden” .

		  -	 Pasal 156 huruf a, huruf b UU 27/2009 yang menyatakan 
bahwa, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR 
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. pembicaraan 
pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam 
rangka menyusun rancangan APBN; b. pembahasan dan 
penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian 
rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota 
keuangannya oleh Presiden...”. 

			   Pasal 156 huruf c UU 27/2009 yang menyatakan bahwa, 
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan 
kegiatan sebagai berikut: ... c. pembahasan: ... 2) 
penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau 
perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan 
atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila 
terjadi: a) perkembangan ekonomi makro yang tidak 
sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; b) 
perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; c) keadaan yang 
menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran 
antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; 
dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 
anggaran yang berjalan”.

		  -	 Pasal 157 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan 
bahwa “Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan 
rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah 
menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-
pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan Mei, yang 
meliputi: ... c. rincian unit organisasi, fungsi, program, dan 
kegiatan”.
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		  -	 Pasal 159 ayat (5) huruf g UU 27/2009 yang menyatakan 
bahwa “APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai 
dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis 
belanja”.

		  -	 Pasal 161 UU 27/2009 yang menyatakan bahwa, “(1) Dalam 
hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau 
perubahan postur APBN yang sangat signifikan, Pemerintah 
mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan 
APBN tahun anggaran yang bersangkutan; (2) Perubahan 
asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa prognosis: a. penurunan 
pertumbuhan ekonomi, minimal 1% (satu persen) di bawah 
asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau b. deviasi asumsi 
ekonomi makro lainnya minimal 10% (sepuluh persen) 
dari asumsi yang telah ditetapkan; (3) Perubahan postur 
APBN yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa prognosis: a. penurunan penerimaan 
perpajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang 
telah ditetapkan; b. kenaikan atau penurunan belanja 
kementerian/lembaga minimal 10% (sepuluh persen) dari 
pagu yang telah ditetapkan; c. kebutuhan belanja yang 
bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; 
dan/atau d. kenaikan defisit minimal 10% (sepuluh 
persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik 
bruto (PDB) yang telah ditetapkan; (4) Pembahasan dan 
penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan 
APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan 
komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam 
masa sidang, setelah rancangan undang-undang tentang 
perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR; 
(5) Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi 
makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat 
signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3), pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam rapat 
Badan Anggaran dan pelaksanaannya disampaikan dalam 
laporan keuangan Pemerintah.”

		  bertentangan dengan:
		  -	 Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa APBN 

merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, 
dilaksanakan setiap tahun dengan terbuka dan bertanggung 
jawab.
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		  -	 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum.

Amar Putusan	 :	 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Tanggal Putusan	 :	 Kamis, 22 Mei 2014

Ikhtisar Putusan	 :  

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya 
atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar 
kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia 
di Indonesia yang. Pemohon V dan Pemohon VI adalah perorangan warga negara 
Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi 
dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma UU 27/2009 dan UU 17/2003 
karena keberadaan pasal-pasal tersebut menyebabkan penyusunan APBN disimpangi 
dan dikorupsi. Para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat 
(5) UU 17/2003, Pasal 71 huruf g, Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat 
(1) huruf c, Pasal 156 huruf a, huruf b, dan huruf c angka (2), Pasal 157 ayat (1), 
Pasal 159 ayat (5) dan Pasal 161 UU 27/2009 terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon 
adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni 
UU 27/2009 dan UU 17/2003, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus permohonan para Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah 
berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, bahwa para Pemohon 
adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum publik atau privat yang 
memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan 
berlakunya UU 27/2009 dan UU 17/2003, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) 
UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan 
Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai 
syarat kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, terdapat 
perbedaan antara permohonan Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 dengan permohonan 
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Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah. Para Pemohon Perkara 
Nomor 35/PUU-XI/2013 antara lain memohon mengenai konstitusionalitas kewenangan 
dan masa keberlakuan badan anggaran di DPR RI, sedangkan dalam perkara yang 
telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013 
adalah khusus mengenai tidak disebutkannya keikutsertaan DPD dalam pembahasan 
anggaran oleh Badan Anggaran di dalam norma UU 27/2009.

Berkaitan dengan penetapan anggaran dalam bentuk APBN, fungsi anggaran DPR 
tidak terlalu jauh ikut membuat perencanaan anggaran akan tetapi hanya memberikan 
persetujuan atas rencana yang diajukan oleh Presiden. Hal ini karena adanya prinsip 
pembagian kekuasaan dan checks and balances tersebut mengakibatkan kewenangan 
DPR dibatasi dan ditegaskan pada fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, 
sedangkan fungsi perencanaan adalah termasuk pada fungsi eksekutif, yaitu 
merencanakan dan melaksanakan atau mengeksekusi jalannya pemerintahan. 

Mengenai sifat dan susunan keanggotaan Badan Anggaran, menurut Mahkamah, 
merupakan kebebasan dari pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, karena 
konstitusi tidak mengatur apakah alat kelengkapan DPR termasuk Badan Anggaran 
harus bersifat tetap atau bersifat sementara (ad hoc). Permasalahan penyimpangan 
atau praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Badan Anggaran dalam 
membahas APBN, menurut Mahkamah, tidak ditentukan oleh sifat tetap atau tidak 
tetapnya Badan Anggaran tersebut. 

Bahwa berdasarkan norma yang mengatur hubungan antara Komisi dan Badan 
Anggaran, yakni pada: (a) Pasal 96 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e UU 27/2009; (b) Pasal 96 ayat (2) huruf f dan huruf g UU 27/2009; (c) Pasal 
107 ayat (1) huruf b UU 27/2009; (d) Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009; (e) Pasal 
107 ayat (1) huruf d UU 27/2009; (f) Pasal 107 ayat (2) UU 27/2009, fungsi utama 
Badan Anggaran adalah untuk melakukan sinkronisasi pembahasan terkait anggaran 
yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi. Pasal 107 ayat (2) juga membatasi 
alokasi anggaran apa saja yang dapat dibahas oleh Badan Anggaran, yaitu terbatas 
pada alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh komisi. Oleh karena itu, tidak tepat 
apabila kemudian Badan Anggaran dianggap sebagai alat kelengkapan DPR yang 
kewenangannya melebihi komisi atau supra komisi. 

Menurut Mahkamah, pembahasan terinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis 
belanja kementerian/lembaga dapat menimbulkan persoalan konstitusional apabila 
dilihat dari kewenangan konstitusional DPR sebagaimana telah diuraikan di atas. 
Persoalan tersebut  bersumber dari keikutsertaan DPR dalam membahas RAPBN 
yang terperinci sampai dengan kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut tidak sesuai 
dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya 
tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai dengan tingkat 
kegiatan dan jenis belanja. Adapun kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan 
penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai 
perencana dan pelaksana APBN.
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Menurut Mahkamah, kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran 
adalah terbatas pada persetujuan dan pengawasan anggaran. Meskipun UU 27/2009 
tidak secara eksplisit mengatur mengenai proses pembahasan dan penetapan 
RAPBN menjadi APBN di dalam Badan Anggaran maupun di dalam rapat paripurna, 
pengaturan tentang proses pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN tidak 
dibenarkan untuk menyalahi prinsip pembatasan kewenangan DPR dalam prinsip 
checks and balances yang dianut oleh konstitusi. Hal ini penting untuk menjamin 
adanya keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif sesuai dengan porsi 
masing-masing. Praktik penundaan pencairan (pemberian tanda bintang) anggaran 
pada mata anggaran oleh DPR yang mengakibatkan mata anggaran tersebut tidak 
mendapat otorisasi untuk digunakan sudah masuk pada pelaksanaan APBN yang telah 
ditetapkan sebelumnya, dan bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan oleh 
DPR yang dimaksud oleh UUD 1945.  

Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak mengatur mengenai alasan dan proses 
perubahan terhadap APBN dalam bentuk penetapan APBN-P, namun demikian Pasal 
23 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan 
keuangan negara dalam bentuk APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Dengan berpegang pada prinsip konstitusi tersebut maka perubahan APBN 
di tengah tahun anggaran adalah konstitusional selama bertujuan untuk kepentingan 
kemakmuran rakyat.

Bahwa mengenai proses perubahan APBN dalam bentuk penetapan APBN-P, 
pada prinsipnya harus berlaku sama sebagaimana halnya APBN, sehingga penetapan 
APBN-P haruslah dalam bentuk Undang-Undang. Proses ini diatur dalam Undang-
Undang yang menyatakan bahwa perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama 
dengan Badan Anggaran dan komisi terkait. Apabila tidak terjadi perubahan asumsi 
ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan, pembahasan 
perubahan APBN dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya 
disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah [vide Pasal 161 ayat (4) dan ayat 
(5) UU 27/2009]. Menurut Mahkamah, apabila hanya mengenai pergeseran anggaran 
antarunit organisasi dan antarprogram maka hal tersebut tidaklah diperlukan perubahan 
APBN dalam bentuk perubahan Undang-Undang APBN karena tidak menambah, atau 
mengurangi pagu anggaran. Dengan demikian permohonan Pemohon mengenai Pasal 
161 UU 27/2009 tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah memutuskan:

1.	 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

	 1.1.	U ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
		  1.1.1.	 Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
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Lembaran Negara Nomor 4286] bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

		  1.1.2.	 Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286] tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

		  1.1.3.	 Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286] selengkapnya 
menjadi, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit 
organisasi, fungsi, dan program”;

	 1.2.	U ndang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

		  1.2.1.	 Pasal 71 huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah 
RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”;

		  1.2.2.	 Pasal 71 huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses 
pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”;

		  1.2.3.	 Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

		  1.2.4.	 Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

		  1.2.5.	 Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] 
selengkapnya menjadi, “... c. membahas rancangan undang-undang 
tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri 
dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah 
mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/
lembaga”;

		  1.2.6.	 Pasal 156 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses 
pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”;

		  1.2.7.	 Pasal 156 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, 
“masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan 
menjadi UU APBN”;

		  1.2.8.	 Frasa “antarkegiatan, dan antarjenis belanja” dalam Pasal 156 huruf 
c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

		  1.2.9.	 Frasa “antarkegiatan, dan antarjenis belanja” dalam Pasal 156 huruf 
c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

		  1.2.10.	Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] 
selengkapnya menjadi, “... c. keadaan yang menyebabkan harus 
dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi; dan/atau”;

		  1.2.11.	Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

		  1.2.12.	Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

		  1.2.13.	Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] 
selengkapnya menjadi, “... c. rincian unit organisasi, fungsi, dan 
program”;

		  1.2.14.	Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

		  1.2.15.	Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

		  1.2.16.	Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya 
menjadi, “... (5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai 
dengan unit organisasi, fungsi, dan program”;

2.	 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya;

3.	 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Panitera Pengganti,

ttd

Ery Satria Pamungkas


